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RINGKASAN

Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law memiliki tujuan
untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju,
Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan
menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja
tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang
terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki
dampak terhadap pekerja, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana
Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja.
Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan
dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum
sebagai menjadi objek penelitian. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) justru memiliki implikasi berupa
pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan
regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak
memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran
terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja
dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan
upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya pekerja (outsourcing)
dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi
dari pembukaan pekerjaan yang bersifat outsourcing tidak hanya menyangkut dengan
sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu

berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari dinamika regulasi dan Parlemen

dalam system ketatanegaraan Indonesia yang lazim. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri



menggunakan metode Omnibus Law. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan
menggunakan metode Omnibus Law hingga sekarang masih menjadi diskursus yang sangat
hangat pada berbagai kalangan dengan analis sosial, hukum, dan lain-lain. Semangat
melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi serta menjadikan
industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui
pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru.

Latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan diantaranya karena tentang
lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi
pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang
tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan
menengah. Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan
dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-
undang cipta kerja ini.

Tujuan utama pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan
kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya.
Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam
upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang
cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi
di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh
aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada
berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu
meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi
agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi
perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor,
disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja
adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha

dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang



merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal
berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau
menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
Sedangkan undang-undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara
umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan
permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan
termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi
perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk
rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya
agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya
perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan Kerja, tapi juga perlindungan pada saat
pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya,
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengubah sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan
tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial. Berubahnya hukum yang mampu
memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu
sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang
Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat
dihadapkan denga permasalahan ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan
menuju arah yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya
perlindungan tenaga kerja.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah 82 undang-undang, dimana undang-undang
tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal tanpa terkecuali yaitu Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja
membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. . Penentuan upah minimum memmerhatikan
kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan
inflasi. Undang-undang Cipta Kerja juga merdeuksi limit pemberian pesangon dari 32 bulan

gaji menjadi 19 bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah.



Besaran pesangon yang ditentukan berbeda dari undang-undang ketenagakerjaan.
Sebelumnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pekerja alih daya (outsourcing)
diperkenankan pada pekerjaan yang tak berkaitan langsung dengan produksi.

Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan
adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan
masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang
merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara
berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan
daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu
mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam
memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan. Namun demikian dalam mebuat
suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan
dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian
kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan
yang ideal dan kenyataan. Diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan
kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman,
tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam
menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Kontroversi kerap dialamatkan atas pengesahan undang-undang ini akibat dari
terbelenggunya aspirasi dari masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang-undang
ini disahkan sebagai undang-undang cipta kerja yang berlaku dan mengikat sejak
disahkannya. Dengan demikian maka yang harus di digarisbawahi adalah bagaimana
menurunkan aturan dasar tersebut yaitu undang-undang Cipta Kerja ke dalam turunannya
baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mendukung undang-undang
Cipta Kerja tersebut. Undang-undang Cipta Kerja merupakan aturan hukum yang diusulkan
oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya mengamandemen sejumlah undang-
undang lain yang berkaitan dengan percepatan masuknya investasi. Penyusunan undang-
undang cipta kerja adalah tujuan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan

memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil,



dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha dan investasi yang
diinisiasi oleh pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang

bersifat strategis.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan poin pembahasan yang ingin ditelaan serta dikaji secara
akademis secara mendalam, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan artikel ini
yaitu:
1) Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap pekerja?
2) Bgaimana peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1) Menganalisa dan menelaah pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.
2) Menganalisa serta mengetahui peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Undang-Undang Cipta Kerja

Menurut Menteri Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan,
dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang
berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila
dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang tidak ataupun
juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah. Belum
selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan dihadapkan dengan
masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-undang cipta kerja

ini.



Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan
adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan
masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang
merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara
berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan
daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu
mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam
memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan.

Namun demikian dalam mebuat suatu produk hukum melalui peraturan perundang-
undangan, perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan
dampak sosial. Di sinilah kemudian kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari
hukum akan berhadapan dengan yang ideal dan kenyataan. Kerap bahwa dibuat atau
diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian
manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman, tentu saja perlu adanya
perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan
yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Untuk memberi kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan
peraturan yang mendukungnya. Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi
cara pandang suatu negara dalam upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain
sehingga memiliki daya saing yang cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara
Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat
pada terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan
sendirinya akan terjadi juga pada berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan
hukum itu harus mampu meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus
mampu mengantisipasi agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi
kemajuan zaman.

Demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi
perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor,
disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja



adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha
dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang
merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal
berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau
menemukan ketentuanketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat17.
Sedangkan undangundang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara
umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Sebagai sumber hukum, undang-undang cipta kerja tentu saja harus mampu
menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan
ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu
yang sensitif dan sering menjadi perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini
menyebabkan adanya aksi unjuk rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja
demi memperjuangkan nasibnya agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan
terhadap tenaga kerja bukan hanya perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja,
tapi juga perlindungan pada saat pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan
memastikan pekerja mendapatkan haknya, Undangundang Cipta Kerja sebagai pengubah
sebagian Undang-undang Ketenagakerjaan tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan
sosial. Berubahnya hukum yang mampu memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan
dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana
rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber
hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat dihadapkan denga permasalahan
ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan menuju arah yang lebih baik bagi

semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya perlindungan tenaga kerja.

2.2 Pengertian Pekerja/Buruh
Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenagakerjaan, selain istilah
ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan

Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang
dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang, mandor yang melakukan
pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Bule Callar”. Sedangkan yang
melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai
“Karyawan/pegawai” (White Collar). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada
perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya
untuk memecah belah orang-orang pribumi.

Setelah merdeka Kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh
kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan
hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
tentang Penyelesaian Perselisinan Perburuhan yakni Buruh adalah Barang siapa yang
bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1 ayat 1a).

Berangkat dari sejarah penyebutan istilah buruh seperti tersebut diatas, menurut
penulis istilah buruh kurang sesuai dengan perkembangan sekarang, buruh sekarang ini tidak
lagi sama dengan buruh masa lalu yang hanya bekerja pada sekitar nonformal seperti kuli,
tukang dan sejenisnya, tetapi juga sektor formal seperti Bank, Hotel dan lain-lain. Karena
itu lebih menyebutkannya dengan istilah pekerja. Istilah pekerja juga sesuai dengan
penjelasan Pasal 2 UUD 1945 yang menyebutkan golongan-golongan adalah badan-badan
seperti Koperasi, Serikat Pekerja dan lain-lain badan kolektif.

Namun pada masa Orde Baru istilah pekerja khususnya Serikat Pekerja yang banyak
diintervensi oleh kepentingan pemerintah, maka kalangan buruh trauma dengan penggunaan
istilah tersebut sehingga untuk mengakomodir kepentingan buruh dan pemerintah, maka
istilan tersebut disandingkan. Dalam RUU Ketenagakerjaan ini sebelumnya hanya
menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dangan Undang-Undang yang lahir
sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah Serikat
Buruh/Pekerja. 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1
angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian agak umum namun maknanya lebih
luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan,

persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam



bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini
diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam

bentuk barang

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang
pembahasanya lebih menekankan kepada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penelitian
jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, sehingga dalam pembahasanya lebih menekankan
kepada penjabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori
hukum sebagai menjadi objek penelitian. Khususnya dalam penulisan ini adalah Undang-
Undang Cipta Kerja. Melalu metode yuridis normatif maka dalam pembahasan akan
ditekankan untuk telaahan mengenai berbagai macam permasalahan terkini berdasarkan
fakta-fakta yang terjadi. Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah
sumber data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya

No Jenis Pengeluaran Nominal Kebutuhan Jumlah

1 | Biaya Perjalanan Rp 500,000 Rp 500,000

2 | Biaya bahan habis pakai/ATK Rp 745,000 Rp 745,000

3 Peng_olahan data, Referensi dan Rp 510,000 Rp 510,000
Matrial

4 | Publikasi Media Rp 90,000 2 Rp 180,000

5 | Publikasi Atikel Imiah Rp 500,000 Rp 500,000
Cetak Laporan, dan Hasil

6 Publikasi Rp 565,000 Rp 565,000

TOTAL Rp 3,00,000




4.2 jadwal Penelitian

. Desember Januari
No Nam Kegiatan > 3 2 1721 3 4
1 | Penyusunan Proposal N[ A
2 | Persiapan pelaksanaan penelitian v A
3 | Pengumpulan data N
4 | Analisa Data R
5 | Submissions Jurnal VLA
10 | Penyusunan Laporan N | A
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RINGKASAN HASIL HASIL

Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law memiliki tujuan
untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju,
Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan
menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja
tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang
terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki
dampak terhadap pekerja, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana
Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja.
Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan
dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum
sebagai menjadi objek penelitian. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) justru memiliki implikasi berupa
pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan
regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak
memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran
terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja
dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan
upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya pekerja (outsourcing)
dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi
dari pembukaan pekerjaan yang bersifat outsourcing tidak hanya menyangkut dengan
sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu

berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

BAB 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari dinamika regulasi dan Parlemen
dalam system ketatanegaraan Indonesia yang lazim. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri

menggunakan metode Omnibus Law. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan



menggunakan metode Omnibus Law hingga sekarang masih menjadi diskursus yang sangat
hangat pada berbagai kalangan dengan analis sosial, hukum, dan lain-lain. Semangat
melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi serta menjadikan
industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui
pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru.

Latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan diantaranya karena tentang
lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi
pekerja bila dibandingkan dengan negara lain, ketiga semakin tingginya penduduk yang
tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan
menengah. Belum selesai dengan permasalahan akibat adanya pandemi, perusahaan
dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-
undang cipta kerja ini.

Tujuan utama pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan
kemudahan dalam berusaha tentu saja diperlukan perubahan peraturan yang mendukungnya.
Dengan adanya globalisasi, tentu saja akan memengaruhi cara pandang suatu negara dalam
upaya menyeimbangkan negara itu dengan negara lain sehingga memiliki daya saing yang
cukup baik, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Aspek globalisasi yang terjadi
di seluruh belahan dunia saat ini telah berakibat pada terjadinya perubahan dalam seluruh
aspek kehidupan manusia. Perubahan itu dengan sendirinya akan terjadi juga pada
berubahnya hukum. Dengan demikian tentu saja perubahan hukum itu harus mampu
meneyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat dan harus mampu mengantisipasi
agar zangan sampai hukum yang dibuat tidak mampu menghadapi kemajuan zaman.

Guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi
perkembangan dunia, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk mengundang investor,
disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Mengutip
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja yang dimaksud dengan cipta kerja
adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha
dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang

merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Sumber hukum dalam artian formal



berhubungan dengan permasalahan dan berbagai persoalan untuk memperoleh atau
menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.
Sedangkan undang-undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara
umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah.

Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan
permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan
termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan isu yang sensitif dan sering menjadi
perdebatan oleh pemangku kepentingan. Tak jarang isu ini menyebabkan adanya aksi unjuk
rasa terutama dari serikat pekerja atau kalangan pekerja demi memperjuangkan nasibnya
agar jangan sampai terabaikan pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan nasib mereka. Isu perlindungan terhadap tenaga kerja bukan hanya
perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja, tapi juga perlindungan pada saat
pekerja sedang melaksanakan kewajibannya dan memastikan pekerja mendapatkan haknya,
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengubah sebagian Undang-Undang Ketenagakerjaan
tentu saja berdampak kepada berubahnya tatanan sosial. Berubahnya hukum yang mampu
memengaruhi perubahan sosial merupakan sejalan dengan salah satu dari fungsi hukum yaitu
sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Dengan demikian Undang
Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum harus mampu menjawab tantangan pada saat
dihadapkan denga permasalahan ketenagakerjaan di masa depan demi adanya perubahan
menuju arah yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya
perlindungan tenaga kerja.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah 82 undang-undang, dimana undang-undang
tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal tanpa terkecuali yaitu Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta Kerja
membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten/kota dan memformulasikan
berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. . Penentuan upah minimum memmerhatikan
kelayakan hidup dari para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan
inflasi. Undang-undang Cipta Kerja juga merdeuksi limit pemberian pesangon dari 32 bulan
gaji menjadi 19 bulan, ditambah dengan 6 bulan gaji yang disediakan oleh pemerintah.

Besaran pesangon yang ditentukan berbeda dari undang-undang ketenagakerjaan.



Sebelumnya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pekerja alih daya (outsourcing)
diperkenankan pada pekerjaan yang tak berkaitan langsung dengan produksi.

Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan
adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan
masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupannya yang
merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara
berkembang, Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan
daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu
mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam
memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan. Namun demikian dalam mebuat
suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan
dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian
kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan
yang ideal dan kenyataan. Diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan
kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman,
tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam
menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Kontroversi kerap dialamatkan atas pengesahan undang-undang ini akibat dari
terbelenggunya aspirasi dari masyarakat. Meskipun demikian pada akhirnya undang-undang
ini disahkan sebagai undang-undang cipta kerja yang berlaku dan mengikat sejak
disahkannya. Dengan demikian maka yang harus di digarisbawahi adalah bagaimana
menurunkan aturan dasar tersebut yaitu undang-undang Cipta Kerja ke dalam turunannya
baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mendukung undang-undang
Cipta Kerja tersebut. Undang-undang Cipta Kerja merupakan aturan hukum yang diusulkan
oleh pihak eksekutif dalam hal ini adalah presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya mengamandemen sejumlah undang-
undang lain yang berkaitan dengan percepatan masuknya investasi. Penyusunan undang-
undang cipta kerja adalah tujuan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil,

dan menengah, peningkatan ekosistem Investasi dan kemudahan berusaha dan investasi yang



diinisiasi oleh pemerintah tingkat pusat serta melakukan percepatan proyek nasional yang

bersifat strategis.

BAB 2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yang
pembahasanya lebih menekankan kepada doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Penelitian
jenis ini memiliki sifat deskriptif analitis, sehingga dalam pembahasanya lebih menekankan
kepada penjabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori
hukum sebagai menjadi objek penelitian. Khususnya dalam penulisan ini adalah Undang-
Undang Cipta Kerja. Melalu metode yuridis normatif maka dalam pembahasan akan
ditekankan untuk telaahan mengenai berbagai macam permasalahan terkini berdasarkan
fakta-fakta yang terjadi. Adapun sumber data yang dibutuhkan pada penulisan ini adalah
sumber data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksnaan kegiatan penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan
mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpulkan dilakukanlah analisis secara
akademis. Sehingga hasil analisis dilakukanlah suatu kesmipulan. Hasil penelitian dibuatlah
dengan artikel jurnal yang terkariditasi nasional. Jurnal telah dilakukan unggah di Smart Law

Joirnal yang terkariditasi tingkat nasional.

BAB 4. HASIL KEGIATAN DAN CAPAIAN TARGET

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana
dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan
penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Sebagai negara hukum
(rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat,
budaya, dan bahasa. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga yang menjadi
salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembutan peraturan perundang-

undangan. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan



pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, Susunan
peraturan (Form der regelung), metode pembentukan peraturan (der ausorbeitung der
regelung), Bentuk dan isi peraturan (Inhalt der regelung), Prosedur dan proses pembentukan
peraturan (Verforen der Ausarbeitung der regelung). Maksudnya adalah agar produk hukum
yang dibentuk oleh lembaga yang berwewenang ini dapat memiliki daya mengikat dan daya
laku dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah
untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860
produk hukum daerah perupa peraturan daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur,
9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak
dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini salah
satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah
menjadi milik pemerintah pusat.16 UU Cipta Kerja sendiri dalam muatannya mengandung
konsep penyederhanaan dalam rangka melakukan transformasi ekonomi yang mana pada
praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster
dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini maka bisa dikatakan bahwa spirit
UU Cipta Kerja berbasis pada kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan suatu
kesejahteraan, maka kemudian dibuatlah suatu regulasi yang sederhana untuk memperlancar
akses investasi yang selanjutnya berdampak pada transformasi ekonomi.

Metode omnibus law itu sendiri diharapkan mampu melakukan perubahan,
pencabutan, atau pemberlakukan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi
terpisahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturnya.
Adanya UU Cipta Kerja akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga selain
meningkatnya investasi asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir
pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif. Adanya UU
Cipta Kerja akan dapat membantu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memperbaiki
dan mempermudah investasi dan berusaha di Indonesia, meningkatkan pertumbuhan PDB,
serta mampu mencapai 5 besar ekonomi terkuat dunia. UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori
Hukum dan Pembangunan karena ada spirit mazhab sejarah didalamnya yang dibuktikan

dengan adanya UU Cipta Kerja sebagai suatu hukum tertulis dan berbasis pada norma dasar



UUD 45, adapun hal tersebut sesuai dengan konsep positivisme hukum yang dianut dalam
salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar
Kusumaatmadja.

Selanjutnya, dengan adanya unsur keterbutuhan masyarakat yang dijadikan dasar
dalam pembentukan UU Cipta Kerja semakin mempertegas bahwa UU Cipta Kerja sejalan
dengan Teori Hukum dan Pembangunan. Teori Hukum dan Pembangunan menganut mazhab
sejarah yang cirinya mengedepankan berkembangan hukum yang terjadi dimasyarakat serta
tetap menghargai hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja sejalan
dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena spirit yang ada didalamnya mengandung 2
mazhab hukum yang meliputi mazhab sejarah dan mazhab positivsime, selanjutnya UU
Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan ketertiban serta pembaharuan bagi hukum
nasional indonesianya kedepannya.

UU Cipta Kerja memiliki peran efektif dalam pembangunan hukum Indonesia. UU
Cipta Kerja memiliki suatu metode yang sederhana, cepat, serta mewakili berbagai aspek
penting yang sedang dibutuhkan masyarakat seperti ekonomi, ketenagakerjaan, kemudahan
berusaha dan investasi. Hal ini didukung dengan penelitian Sujendro dan Aryani yang
mengkaji efektivitas dan pentingnya omnibus law. Sujendro menyimpulkan bahwa perlu
dilakukan pengaturan kodifikasi dan unifikasi pada omnibus law agar lebih mudah dipahami
oleh masyarakat. Penelitian Sujendro menunjukkan pentingnya omnibus law agar dapat
dimengerti oleh masyarakat. Penelitian Aryani (2021) menyimpulkan bahwa omnibus law
menjadi langkah efektif dan efisien dalam mengatasi adanya hiper regulasi, saling tumpang
tindih, hingga produktivitas pembentukan regulasi yang rendah. Menurut Aryani, omnibus
law dapat mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi serta
mendorong harmonisasi regulasi. Penelitian Aryani menunjukkan bukti-bukti efisiensi dari
implementasi omnibus law dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Adapun keselarasan yang antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan
Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan satu bukti bahwasanya teori
tersebut masih relevan dewasa ini sekalipun telah dicetuskan puluhan tahun silam.
Sebaliknya, UU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum yang baru memiliki relevansi

dengan Teori Hukum dan Pembangunan sebagaimana dianalisis oleh penelitian ini. Omnibus



law terbukti efektif untuk menyederhanakan regulasi yang berlebih dan tumpang tindih.
Sehingga UU Cipta Kerja juga dapat dikatakan berperan efektif dalam membangun hukum
di Indonesia karena mewakili berbagai aspek penting yang menjadi kebutuhan masyarakat

luas.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum Indonesia, hal ini
dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam
satu undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat cukup merujuk UU Cipta Kerja
dalam beberapa aspek tanpa adanya tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Adapun
rekomendasi penelitian ini adalah agar mendukung terus UU Cipta Kerja sebagai satu
produk hukum yang sederhana, terpusat, dan komprehensif. Kedua, Mendorong pemerintah
untuk terus melakukan penyederhanaan peraturan dalam bidang lain agar pelaksanaannya
lebih efektif. Ketiga, Mendorong berbagai pihak untuk terus mempelajari metode omnibus

law agar mengerti filosofi serta implikasi positif dari omnibus law.
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